
 

 

 

BUPATI CIAMIS 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

NOMOR  9  TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PENYERTAAN MODAL NON KAS PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS 

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS 

TAHUN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI CIAMIS,  
 

Menimbang : a. bahwa penyertaan modal PDAM telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan 

Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh 

Kabupaten Ciamis dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk; 

b. bahwa sesuai dengan naskah perjanjian hibah dari Pemerintah 

Pusat kepada Pemerintah Daerah Nomor PHD-147/PK/2016, 

tanggal 30 September 2016, PDAM Tirta Galuh Kabupaten 

Ciamis menerima Hibah Non Kas sebesar Rp. 3.639.173.000,-    

(tiga milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh 

puluh tiga ribu rupiah); 

c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan 

Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan 

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air 

Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan 

Daerah Air Minum kepada  Pemerintah Pusat Secara Non Kas, 

mengamanatkan penyertaan modal non kas  dari Pemerintah 

Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelesaian 

Hutang Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf 

b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis 

Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh 

Kabupaten Ciamis Tahun 2016. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3790); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang 
Tatacara Pembinaan Perusahaan Daerah dilingkungan 

Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan 

Pinjaman Luar Negeri, Rekening dan Investasi, dan Rekening 
Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Daerah 
kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka 
Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada  

Pemerintah Pusat Secara Non Kas; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten 

Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh 
Kabupaten Ciamis; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15); 
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis 

kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten 

Ciamis dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ciamis Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

 

dan 

 

BUPATI CIAMIS  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PENYERTAAN MODAL NON KAS 

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KEPADA PERUSAHAAN 

DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 

2016 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Ciamis. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

6. Penyertaan Modal Daerah adalah aset Pemerintah Daerah 

yang diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah dalam 

rangka usaha kerjasama yang merupakan investasi 

Pemerintah Daerah. 

7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis 

yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik 

Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum milik 

Pemerintah kabupaten Ciamis.  
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8. Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang 

dilakukan pemerintah pusat melalui cara hibah dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai 

penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM secara 

Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM. 

 
Pasal  2 

(1) Dalam rangka penyelesaian hutang PDAM Tirta Galuh 

Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah menerima pendapatan 

hibah non kas dari Pemerintah Pusat setinggi-tingginya                      

Rp. 3.639.173.000,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh 

sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). 

(2) Pemerintah daerah menganggarkan penerimaan pendapatan 

hibah non kas dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016. 

(3) Pendapatan hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) digunakan untuk penambahan penyertaan modal daerah 

kepada PDAM Tirta Galuh. 

 
Pasal 3 

(1) Penambahan Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 

Galuh Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016 sebesar                    

Rp. 3.639.173.000,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh 

sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). 

(2) Penambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 

2016 dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati dan tanpa 

melalui proses Analisis Investasi. 

(3) Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada 

PDAM sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini sebesar: 

a. sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 

33.000.855.105,- (tiga puluh tiga milyar delapan ratus 

lima puluh lima ribu seratus lima rupiah). 

b. Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah yang 

bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 

2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus juta rupiah). 

c. penambahan penyertaaan modal pemerintah daerah yang 

bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 

2.088.000.000,- ( dua milyar delapan puluh delapan juta 

rupiah). 

d. penambahan penyertaan modal pemerintah daerah yang 

bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 

2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus juta rupiah). 

e. penambahan penyertaan modal pemerintah daerah yang 

bersumber dari Australian AID Tahun 2016 sebesar Rp. 

1.491.000.000,- ( satu milyar empat ratus sembilan puluh 

satu juta rupiah). 
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(4) Akumulasi penyertaan modal setelah ditetapkannya Peraturan 

Daerah ini adalah penyertaan modal sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e ditambah 

penyertaan modal non kas Rp. 3.639.173.000,00 (tiga milyar 

enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga 

ribu rupiah) menjadi Rp. 45.219.028.105,- (empat puluh lima 

milyar dua ratus sembilan belas juta dua pulah delapan ribu 

seratus lima rupiah). 
 

Pasal  4 

(1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dicatat oleh PDAM sebagai penambahan penyertaan modal 

dari pemerintah daerah. 

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  sekaligus 

dicatat sebagai penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah 

Pusat. 
 

 

Pasal 5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Ciamis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Ciamis 

pada tanggal  20 Oktober 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 

 

Cap/ttd 

 

 

H. HERDIAT  S. 

Ditetapkan di Ciamis 

pada tanggal  20 Oktober 2016 
 

BUPATI CIAMIS, 

 

Cap/ttd 

 

 

H. IING SYAM ARIFIN 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR  9   

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:  

(9/241/2016). 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 
 

NOMOR    9     TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PENYERTAAN MODAL NON KAS PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS 

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS 

TAHUN 2016 
 

 

I. UMUM 
 

Pemerintah Pusat bersama DPR RI telah menyepakati penyelesaian utang 

107 Perusahaan Daerah Air Minum se Indonesia, termasuk salah satunya 

PDAM Tirta Galuh melalui skema hibah yang atur dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2016. 
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 20A telah 

diatur skema hibah bahwa Pemerintah pusat memberikan hibah non kas 

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk selanjutnya digunakan 

sebagai Penyertaan Modal Daerah non kas kepada Perusahaan Daerah Air 

Minum dalam rangka mengoptimalkan upaya perbaikan kondisi keuangan 

PDAM dan penyelesaian piutang negara pada PDAM yang bersumber dari 

penerusan pinjaman luar negeri. Atas penyertaan modal non kas tersebut, 

PDAM mencatat penambahan penyertaan modal sekaligus penyelesaian hutang 

PDAM kepada Pemerintah Pusat 
 

Guna kepentingan tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan 

Penyertaan Modal non kas kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh 

Kabupaten Ciamis Tahun 2016, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2  

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4  

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR  40 


